BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia konstruksi khususnya jalan terdapat berbagai macam
permasalahan yang kompleks dan perlu ditangani secara detail. Salah
satunya bagaimana menghasilkan konstruksi jalan sesuai standar mutu
yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Salah satu
solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan standar
manajemen mutu yang diakui, .secara nasional dan internasional.
Standarisasi manajemen mutu telah menjadi isu utama, khususnya
standarisasi sistem manajemen mutu (SMM). Dalam hal ini diperlukan
peran pemerintah dalam bentuk kebijakan khusus untuk mengatur

penerapan sistem manajemen mutu (SMM) (Asa, dkk, 2009).

Untuk itu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera
Barat (Satker PJN II Sumbar), yang merupakan bagian integral dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, merasa perlu menyiapkan kerangka
Sistem Manajemen Mutu (SMM) ke arah yang diinginkan sesuai dengan
sasaran dan tujuan akhir yang telah ditetapkan baik pada Rencana
Strategis, maupun Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina
Marga, yaitu “Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif
dan efisien”.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015) menjelaskan
bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang menaungi Satker PJN II
Sumbar mempunyai tugas salah satu diantaranya penerapan sistem
manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, dimana
kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus

penjabaran dari pelaksanaan kegiatannya.

Menteri Pekerjaan Umum (2009) sebelumnya telah menerbitkan
peraturan tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan
Umum, yang telah mengacu pada Standar Sistem Manajemen Mutu

Internasional, yaitu SNI ISO 9001 yang merupakan sarana atau sebagai alat



untuk dapat mencapai tujuan mutu agar dapat diimplementasikan pada
pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktorat Jenderal
Bina Marga, sehingga dengan menghasilkan produk yang bermutu atau
jasa yang memuaskan pelanggan, maka akan mendatangkan manfaat yang
lebih bagi organisasi, manfaat yang secara umum yang dapat dirasakan
secara langsung adalah terjadi peningkatan aspek pelayanan publik,

sebagai dampak positif dari kepuasan pelanggan/pemangku kepentingan.

Peraturan yang dikeluarkan tersebut sangat erat kaitannya dengan
pelaksanaan sebuah proyek, yang mana perlu dilakukan penerapan yang
optimal dan perlu adanya pengendalian dan pemantauan dari pihak atau
instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Barat sebagai organisasi pemerintah
untuk pelaksanaan proyek jalan nasional di wilayah Provinsi Sumatera

Barat.

Setiap pelaksanaan proyek jalan nasional yang dimaksud tersebut di atas
hasil akhir yang ingin dicapai adalah mutu pekerjaan yang baik, ini
sekaligus merupakan suatu hal yang menunjukan keberhasilan oleh
pemilik proyek (owner) dan penyedia jasa (konsultan dan kontraktor)

dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu (SMM).

Menteri Pekerjaan. Umum (2009) juga menjelasakan pada pelaksanaan
kegiatan proyek konstruksi jalan baik pemilik proyek (owner) maupun
penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) untuk mengimplementasikan
sistem manajemen mutu (SMM) harus memiliki dokumen rencana mutu.

Dokumen rencana mutu terdiri dari:

1. Rencana mutu unit kerja (RMU), merupakan dokumen rencana
penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program
tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan
Eselon IT dalam rangka menjamin mutu;

2. Rencana mutu pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen sistem
manajemen mutu (SMM) Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala
satuan kerja (Satker), Satuan kerja non vertrikal tertentu (SNVT), dan

Pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam rangka menjamin mutu;



3. Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen sistem
manajemen mutu (SMM) yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa
untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.

Dokumen rencana mutu berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan
harus diterapkan oleh siapa dan kapan pada suatu proyek, hasil pekerjaan,
proses atau kontrak tertentu. Dokumen ini merupakan acuan dan alat

kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam menerapkan standar mutu.

Pada kenyataanya dilapangan sekarang banyak ditemukan kendala bahwa
hasil yang diperoleh pada, pekerjaan, proyek, konstruksi perkerasan jalan
mutunya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya kondisi ini tidak
kita inginkan, karena jalan raya merupakan salah satu kebutuhan bersama
dalam manjalankan aktivitas ekonomi dan non ekonomi. Oleh sebab itu
mutu jalan harus baik dan bisa bertahan sesuai dengan umur ekonomis

yang dirancanakan.

Mulyono (2007) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi
penyebab mutu perkerasan tidak sesuai harapan diantaranya adalah
karena tidak adanya pengendalian mutu yang baik terhadap acuan standar
mutu yang ada pada saat proyek dikerjakan. Maka dalam hal ini dapat
dikatakan bahwa penerapan sistem manajemen mutu merupakan salah

satu isu pokok dalam pengerjaan konstruksi jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut dir atas, maka dilakukan penelitian
mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarakan
penerapan dokumen rencana mutu kontrak (RMK) oleh penyedia jasa
(Konsultan dan Kontraktor) dalam pelaksanaan proyek konstruksi jalan
pada Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi

Sumatera Barat.

1.2 Tujuan
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana

penerapan sistem manajemen mutu pada proyek jalan nasional Wilayah II



Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini

adalah:

1. Mengidentifikasi kesesuaian dokumen rencana mutu kontrak (RMK)
yang dibuat oleh penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor) dengan
standar pada Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Provinsi Sumatera Barat;

2. Mengevaluasi bagaimana penerapan dokumen rencana mutu kontrak
(RMK) oleh penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor) pada Satuan

kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Manfaat

Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan masukan
atau saran untuk melakukan perbaikan atau pengembangan penerapan
Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan dokumen rencana mutu
kontrak (RMK) dalam mencapai mutu perkerasan jalan sesuai yang

dipersyaratkan.

1.4 Batasan

Pembahasan di dalam penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan terhadap penerapan dokumen rencana mutu
kontrak (RMK), masing-masing 1 (satu) paket pekerjaan pada ruas
jalan nasional di Satuan 'kerja-Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- Wilayah Padang dan sekitarnya

- Wilayah Solok dan sekitarnya

- Wilayah Dharmasraya dan sekitarnya
- Wilayah Pesisir Selatan dan sekitarnya

Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Lokasi penelitian terhadap dokumen RMK ruas jalan nasional pada
Satker PJN II Sumbar

2. Penerapan dokumen rencana mutu kontrak (RMK) yang akan
dievaluasi adalah pada Tahun Anggaran 2017.

3. Penelitian ini mengacuipada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No0.04/PRT/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Departemen Pekerjaan Umum dan Standar Prosedur Pelaksanaan

(SOP) Rencana Mutu Kontrak (RMK) No. DJBM/SMM /14.



